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Abstrak
 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan

menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder

dan sumber bahan hukum tersier. Hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah

sistematika kekuasaan yudisial dan kaitannya dengan indepedensi kekuasaan kehakiman ? dan bagaimana

pengawasan hakim konstitusi pasca Judicial Review UU KY ? Salah satu unsur utama negara hukum adalah

Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak. Hal ini membawa konswekensi tidak diperbolehkannya

intervensi dalam bentuk apapun terhadap kekuasaan kehakiman yang terkait dengan kewenangan yudisial

dari hakim yaitu memeriksa, memutus perkara dan membuat suatu ketetapan hukum. Namun dampak dari

indepedensi hakim tersebut maka perlu diciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh yaitu pengawasan

internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kalangan hakim sendiri dan pengawasan

eksternal dilakukan oleh kalangan di luar hakim dalam hal ini Komisi Yudisial. Dalam hal ini hakim

konstitusi, maka hakim konstitusi harus mendapatkan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Hal ini

tercantum di dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan dan di tegaskan di dalam UU No.22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-

IV/2006 Komisi Yudisial kehilangan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi

karena Mahkamah Konstitusi menilai pengaturan mengenai pengawasan hakim konstitusi di dalam UU

No.22 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu demi menjaga imparsialitas dari para hakim

konstitusi, Mahkamah Konstitusi menyatakan kalau hakim konstitusi tidak dapat diawasi oleh lembaga

negara lain. Padahal kebebasan yang tidak diiringi oleh akuntabiltas sangat berpotensi untuk melahirkan

korupsi yudisial. Oleh karenanya mewujudkan indepedensi kekuasaan kehakiman serta peradilan yang bebas

dan tidak memihak, perlu diadakan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial. 

<hr>

<b>Abstract</b><br>

The method used in this study is a juridicial normative method with a secondary data that consist of primary,

secondary, and tertiary law's source. A things that being a problem in this study is how is a systematic of

judicial power and its relation with independence of judiciary power. And how is a supervision of

constitusional judge post Judicial Review Undang-Undang  Komisi Yudisial? One of the main element in

state law is a justice that independent and impartial. This point creates a consequence about prohibition to do

an intervention in any form against judiciary power that has a relation with judicial authority of judge,

namely checking, deciding upon, and making a legislation. However, because of there's an impact of the

independence of judge, it have to created a comprehensive supervision system, namely internal and external
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supervision. An internal supervision is done by among judge themselves and external supervision is done by

circle outside of judges, namely Komisi Yudisial. In this case, constitutional judges must get an external

supervision by Komisi Yudisial. It listed in Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 results of change and it confirmed

in UU No. 22 Tahun 2004 about Komisi Yudisial. However, post-verdict of Mahkamah Konstitusi Nomor

005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial has lost an authority to do supervision against constitution judges. It

happened because Mahkamah Konstitusi assessed that an adjustment about a supervision of constitutional

judges in UU No. 22 Tahun 2004 is contradicted with UUD 1945. Moreover, to guarding an impartiality of

constitutional judges, Mahkamah Konstitusi was declare that they can not  be supervised by other state

board. Whereas a freedom that not accompanied an accountability is potentially to create a judicial

corruption. Because of this, to realize an independence of judicial power and an independent and impartial

justice, it have to held a supervision of constitutional judges by Komisi Yudisial.


